Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang
mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat
Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSIAH, S.E.

Tempat lahir : Kendari

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun /10 Juni 1978

Jenis kelamin . Perempuan

Kebangsaan . Indonesia

Tempat tinggal : Jin. Bokeo No. 11 Sabilambo, Kel. Sabilambo
Kec. Kolaka Kab. Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan . PNS (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 dan
2020)

Pendidikan © S-1

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus
2021;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal
22 Agustus 2021,

3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13
Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari,
sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November
2021;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 11 November 2021 sampai
dengan tanggal 10 Desember 2021,

6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai
dengan tanggal 9 Januari 2022;
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Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LA ODE
FAISI, S.H.,M.H. dan LA ODE MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.H., Keduanya
Advokat, beralamat di Jalan Manggis No. 152 Blok A Kompleks Perumnas
Lalombaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari
tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 13 Agustus
2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 13
Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa maupun
petunjuk serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSIAH, S.E. tidak terbukti secara sah dan
meyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair
Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari
Dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa MARSIAH, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiair
Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIAH, S.E. dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama
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Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menghukum Terdakwa MARSIAH, S.E. untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp.3.581.466.910,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta
empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
dikurangkan dengan uang yang telah disita sebagai barang bukti sebesar
Rp.733.580.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh
ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan serta dititip kepada Penuntut
Umum sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
sehingga sisa jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan sebesar
Rp.2.820.386.910,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus
delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) kepada Negara,
dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)
bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti Nomor urut 122 s/d 132 yang telah disita sebesar
Rp.733.580.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh
ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan dan dititip kepada Penuntut
Umum sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
untuk disita dan disetorkan ke Kas Negara;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ)
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari,
Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,
November dan Desember Tahun anggaran 2019.

2. 6 (enam) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ)
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka
reses masa persidangan | Tahun 2019 Bulan Februari Tahun Anggaran
20109.

3. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses

masa persidangan |l Tahun 2019 Bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
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4. 13 (tiga belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA.
20109.

5. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA.
2019.

6. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA.
2019.

7. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA 2019.

8. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.

9. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Agustus TA. 2019.

10. 4 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan September TA. 2019.

11. 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA.
2019.

12. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember TA. 2019.

13. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.

14. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.

15. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.

16. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA. 2019.

17. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juni TA. 2019.

18. 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.

19. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
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20. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Kontribusi DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April dan
November TA. 2019.

21. 19 (sembilan belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja
Makan Minum Rapat DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April,
Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober TA. 2019.

22. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses
masa persidangan | Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.

23. 2 (dua) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses
masa persidangan Il Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.

24. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka
reses masa persidangan | Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran
2020.

25. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka
reses masa persidangan Il Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran
2020.

26. 16 (enam belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ)
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari,
Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober Tahun Anggaran 2020.

27. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.

28. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi
Dalam rangka Bimtek DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.

30. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan |
Tahun 2019 tanggal surat 13 Februari 2019.

31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan Il
Tahun 2019 tanggal surat 10 Juni 2019.
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32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan |
Tahun 2020 tanggal surat 17 Februari 2020.

33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan Il
Tahun 2020 tanggal surat 2 Juni 2020.

34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan Il
Tahun 2020 tanggal surat 5 Oktober 2020.

35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor
188.45/436/2016 Kepada Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tanggal surat
30 Desember 2016.

36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188-
45/404/2019 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pengurus
Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Tahun
Anggaran 2020 tanggal surat 31 Desember 2019.

37. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor
188.45/231/2020 Kepada Solihin Hasan, SH.,MH tanggal surat 18
Agustus 2020.

38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Gaji Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran
2019 tanggal surat 2 Januari 2019.

39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pembantu
Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat Dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal
surat 2 Januari 2020.

40. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

41. 1 (satu) rangkap Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat
DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
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42. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD
Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.

43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA — SKPD) Tahun Anggaran 2019 DPRD
Kabupaten Kolaka.

44, 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA — SKPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka.

45. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA — SKPD) Tahun Anggaran 2020 DPRD
Kabupaten Kolaka.

46. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA — SKPD) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka.

47. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2018,
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Analisis
Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2019.

48. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.

49. 2 (dua) rangkap rekening Koran Giro Bank Sultra Bendahara Rutin
DPRD Kolaka nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari
2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31
Desember 2020.

50. 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang
Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka
Periode Januari s/d Desember 2019.

51. 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang
Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka
Periode Januari s/d Desember 2020.

52. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02090/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
20 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan
pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Peralatan Personal
Komputer (printer) Kebutuhan kegiatan Kantor DPRD Kab. Kolaka
dengan nilai SP2D Rp.15.744.240,-

53. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02604/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
28 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan

pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Kantor (mesin
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penghancur kertas) merk ZSA Supreme 24 kebutuhan Kantor DPRD
Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.12.536.364,-

54. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03079/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk
keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Rumah
tangga Lainnya (Home Use) (Televisi, Lemari buku, Filling Kabinet)
kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D
Rp.37.609.091,-

55. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03080/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk
keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-
pengadaaan peralatan studio visual (kamera digital) kebutuhan Kantor
DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.8.059.091,-

56. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03081/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
21 Juni 2019 kepada CV. Alva Media/ Jamaluddin,S.Si untuk keperluan
pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-
pengadaaan peralatan alat pendingin (AC) kebutuhan Kantor DPRD
Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.123.483.181,-

57. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03612/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan
pembayaran SP2D-LS Belanja Modal pengadaan kabel HDMI
kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D
Rp.1.681.818,-

58. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03614/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan
pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan
personal komputer (komputer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka
dengan nilai SP2D Rp.22.386.364,-

59. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04378/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos
untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan
mesin pengadaan alat dapur (kompor 1000 mata) kebutuhan Kantor
DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.2.284.409,-

60. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04379/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos
untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan

mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (mesin
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pompa, lemari es) kebutuhan rujab Ketua DPRD Kab. Kolaka dengan
nilai SP2D Rp.11.345.409,-

61. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03613/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal
10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan
pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan
alat studio visual (proyektor + layer) kebutuhan Kantor DPRD Kab.
Kolaka dengan nilai SP2D Rp.54.447.219,-

62. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan November Tahun
Anggaran 2020.

63. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan
reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa
persidangan (1) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

64. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan
reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa
persidangan (1) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

65. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan
reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa
persidangan (I) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

66. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan
reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa
persidangan (I1) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

67. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan
reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa
persidangan (11l) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

68. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember Tahun
Anggaran 2020.
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69. 7 (tujuh) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan
dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020
(Februari).

70. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja
Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka
TA. 2020 (April).

71. 13 (tiga belas) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja
Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka
TA. 2020 (Oktober).

72. 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja
Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka
TA. 2020 (Desember).

73. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan
dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020
(Februari).

74. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan
dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020
(Mei).

75. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan
dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020
(Oktober).

76. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan
dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020
(Desember).

77. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi
Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek DPRD
Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).

78. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam
daerah Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.

79. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam
daerah anggota dan Pimpinan DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.

80. 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 46 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat DPRD KAB. Kolaka. Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah kab. Kolaka tahun 2018.

81. 1 (Satu) rangkap Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota
DPRD.

Halaman 10/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) rangkap laporan Stock OpnameBarang (ATK) Sekretariat
DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.

83. 1 (satu) rangkap Foto Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019.

84. 1 (satu) rangkap rincian Belanja Dana Reses Anggota DPRD Kab.
Kolaka Masa Peridangan Il Tahun 2020 Dapil Il Meliputi Wilayah Kec.
Wundulako, Kec. Baula Dan Pomalaa.

85. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Kolaka nomor : 824.B/365
Tentang penugasan/penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka tanggal 04 November 2016.

86. 1 (satu) lembar Nota Tugas nomor : 820/09 Sekretaris DPRD Kab.
Kolaka tanggal Januari 2016.

87. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 07 Tahun
2020 tentang pengangkatan / penunjukan pembantu bendahara
pengeluaran gaji secretariat dan pembantu bendahara pengeluaran
gaji DPRD Kab. Kolaka tahun Anggaran 2020 tanggal 02 januari 2020.

88. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 01 Tahun
2020 tentang Penunjukan tim Pengadaan barang/Jasa dan Operator
Adminsitrasi rencana Umum Pengadaan Monev Online pada
Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 tanggal 02 januari 2020.

89. 2 (dua) lembar rekapitulasi belanja modal makan minum rapat dan
perjalanan dinas DPRD tahun 2019 & 2020.

90. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan
anggota DPRD kab. Kolaka periode 2014 s/d 2019 untuk bulan
Oktober 2019.

91. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan
anggota DPRD kab. Kolaka periode 2019 s/d 2024 untuk bulan
Desember 2020.

92. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun
2019.

93. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun
2020.

94. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja
tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2020.

95. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja
tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2019.

96. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab.
Kolaka TA. 2019.
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97. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab.
Kolaka TA. 2020.

98. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara
Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2019.

99. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara
Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2020.

100. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 026/SPM-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan TV Led Kebutuhan Rujab
Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/134/2020
(DAU) Beserta Lampiran.

101. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 021/SPP-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Printer Pada Kantor
Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/
129/2020 (DAU) Beserta Lampiran.

102. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 028/SPM-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Pendingin AC Pada
Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit
Sesuai Nomor SPK:504/149/2020 (PAD) Beserta Lampiran.

103. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 014/SPM-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka
Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor Kontrak: 01/SP/e-
PURCHASING/SEKWANDPRD/1/KLK/2020 (PAD) Beserta Lampiran.

104. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 023/SPM-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Penghisap Debu Pada
Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor
SPK:504/122/2020 (DAU) Beserta Lampiran.

105. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 024/SPP-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Gorden Kebutuhan Rujab
Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/116/2020
(DAU) Beserta Lampiran.

106. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 016/SPM-LS/4.01.04/11/2020 untuk
Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Meubiler Kebutuhan Rujab
Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/88/2020
(DAU) Beserta Lampiran.

107. 1 (satu) Rangkap Foto Dokumentasi Pengadaan Barang Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2020.
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108. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor
188.45/011/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka

109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1
Januari 2019 s/d 30 November 2020 dengan Nomor Rekening 002
02.01.001889-1 atas nama Rijiyem.

110. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembelanjaan Sekretariat DPRD Kab.
Kolaka kepada Warung Jawa Timur Pojok.

Dikembalikan kepada Hj. Rujiyem

111. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1
Januari 2019 s/d 2 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 002
02.01.016617-9 atas nama Andi Kurniawati.

112. 6 (enam lembar kwitansi asli telah terima dari ANDI KURNIAWATI
dengan rincian.

1) Uang sejumlah Rp.88.200.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan dan minum kegiatan kantor bulan februari 2019 tanggal 25
Februari 2019 ditandatangani Bendahara.

2) Uang sejumlah Rp.92.120.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan April 2019
tanggal 04 April 2019 ditandatangani Bendahara.

3) Uang sejumlah Rp.108.780.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan Mei 2019
tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani Bendahara.

4) Uang sejumlah Rp.126.518.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Juli 2019 tanggal
22 Juli 2019 ditandatangani Bendahara.

5) Uang sejumlah Rp.139.454.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Agustus 2019
tanggal 22 Agustus 2019 ditandatangani Bendahara.

6) Uang sejumlah Rp.128.086.000,- untuk pembayaran pencairan LS
Makan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober
2019 ditandatangani Bendahara.

Dikembalikan kepada Andi Kurniawanti
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113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2020.

114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran
2019.

115. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2019.

116. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran
2020.

117. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran
20109.

118. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran
2020.

119. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.

120. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.

Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Kolaka

121. 1 (satu) buah buku catatan pribadi.

Dikembalikan kepada Marsiah, S.E

122. Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus
ribu rupiah)

123. Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus
ribu rupiah)

124. Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan
puluh ribu rupiah)

125. Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu
rupiah)

126. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

127. Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta
tiga ratus ribu rupiah)

128. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

129. Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)

130. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
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131. Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu
rupiah)
132. Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus
ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan Terdakwa MARSIAH, S.E. untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa
yang di bacakan dalam persidangan tanggal 26 November 2021, yang pada
akhir pledoinya menyatakan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut,
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum
tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke
persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-04/RP-
9/Ft.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

—————————— Bahwa terdakwa MARSIAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran
Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Kolaka Nomor 188.45/011/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang
Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 dan Bendahara Pengeluaran
Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Kolaka Nomor 188-45/404/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang
Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab.
Kolaka Tahun Anggaran 2020, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-
sama dengan Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si., (diajukan dalam penuntutan
secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada
sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2020
atau pada waktu lain antara tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka atau
setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari
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yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan
pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan, secara melawan hukum vyaitu adanya
pembayaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, adanya Mark Up yang dilakukan
untuk menyesuaikan nilai pengeluaran agar sesuai dengan pagu anggaran
pada masing-masing belanja, terdapat kuitansi/nota dan  bukti
pertanggungjawaban Tanda Bukti Kas (TBK) fiktif dan terdapat kegiatan
perjalanan dinas  yang tidak  dilaksanakan namun dibuatkan
pertanggungjawaban (fiktif) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyebutkan keuangan negara dikelolah secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Pasal
18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran
material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pelaksanaan belanja
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>